SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/617/KEP/413.013/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 188/
63/ KEP/413.013/2019 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT

Menimbang

Mengingat

PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA PUSKESMAS TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMONGAN,

a. bahwa sehubungan Sdr. ASTURI, S.Kep., Ns.

sebagai Pejabat Keuangan pada Puskesmas
Pucuk telah meninggal dunia, perlu dilakukan
pergantian Pejabat Keuangan pada Puskesmas
Pucuk; .

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaiamana dimaksud huruf a, perlu
mengubah Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/63/KEP/413.013/2019 tentang
Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum
Daerah Pada Puskesmas Tahun Anggaran
2019 dengan menetapkan dalam Keputusan
Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19350
tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur
(Diumumkan dalam Berita Negara pada
tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
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Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah,



Menetapkan,
KESATU

10.

11.

12,
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terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan  Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor
10/E);

Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/
55/KEP/413.013/2018 tentang Penerapan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah pada 33 (tiga puluh tiga)
Puskesmas di Kabupaten Lamongan;
Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/
63/KEP/413.013/2019 tentang  Pejabat
Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada
Puskesmas Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor :
188/63/KEP/413.013/2019 tentang Pejabat
Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada

Puskesmas Tahun Anggaran 2019 nomor 9 kolom
4 diubah, sehingga berbunyi PURZANI, S.Kep.,
Ns., NIP: 19760323 200101 1 014.



KEDUA
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 4 April 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

Yth.

2.
3.

Sdr.
Sdr.

Sdr.

. Sdr.

Sdr.

Inspektur Kabupaten Lamongan;

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan,

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah  Kabupaten
Lamongan;

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Lamongan;

Kepala Puskesmas Pucuk.

eSyai dengan aslinya
\Bagian Hukum,




